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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang Masalah  
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 
32/2004). Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan Pemerintah Pusat kepada 
Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar 
negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur 
pemerintah pusat. 
Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan 
pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia 
(SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Pendanaan kewenangan yang 
diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi 
keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat-Daerah 
dan antar Daerah. Kewenagan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri 
dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya 
adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan 
perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri atas 
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-
Undang No. 33 tahun 2004). 
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Implikasi langsung pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana 
tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan antara Pusat-
Daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah daerah. Undang-
Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain 
pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan 
tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk 
pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). 
Untuk merealisasikan pengaturan pengelolaan pertanggungjawaban 
keuangan maka pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik 
sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam 
mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good governance (accounting 
for governance). 
Suatu tonggak penting dari transformasi manajemen pemerintahan di 
Indonesia saat ini yang dimaksudkan untuk menyikapi berbagai permasalahan di 
atas, yakni pemerintahan melakukan pembaruan sistem pengelolaan Keuangan 
Negara yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 tahun 
2003 tentang keuangan negara. Semangat pembaruan terutama terlihat dari 
ketentuan-ketentuan yang terkait dengan asas-asas umum pengelolaan 
keuangan negara yang berusaha mengakomodasikannya dengan 
penyelenggaraan good governance, antara lain dengan diperkenalkannya asas 
akuntabilitas berorientasi hasil (Result Oriented Accountability) atau yang lebih 
dikenal dengan akuntabilitas kinerja (performance accountability) dan 
transparansi (transparency) dalam pengelolaan keuangan negara. 
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Salah satu cara evaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan 
melakukan pengukuran/penilaian kinerja, mulai dari tahap perencanaan 
anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan 
konsep value for money. Jika dilihat secara mendalam sebenarnya konsep value 
for money bukan sesuatu yang baru, bahkan value for money merupakan salah 
satu prinsip penting dari anggaran kinerja dari good governance. 
Menurut Mardiasmo (2002,131), Value for money (VFM) merupakan 
konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan 
kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh 
mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang 
digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan 
pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input 
yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat 
pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, 
efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 
Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money yang 
saling terkait. Ketiga elemen tersebut perlu ditambah dengan dua elemen lagi 
yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan 
mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan 
layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu 
dilakukan distribusi secara merata. Artinya, penggunaan keuangan publik 
hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan 
dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat 
(Mardiasmo, 2002). 
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Berdasarkan pemaparan di atas, sangat jelas bahwa pengukuran ini 
sangat dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintahan dalam menjalankan 
kinerjanya. Perubahan paradigma pemerintahan kearah pelayanan yang lebih 
efisien bukanlah hal yang dapat ditawar-tawar lagi. Berbagai tuntutan agar 
pemerintahan dapat memberikan pelayanan secara cepat dan efektif sudah 
menjadi tuntutan umum di masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Untuk itu, 
setiap instansi pemerintahan sudah sepatutnya berusaha untuk memperbaiki 
kinerja serta dengan pengukuran kinerja yang lebih lengkap untuk mengetahui 
pencapaian visi dan misi dari instansi yang bersangkutan. 
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji kota Makassar merupakan 
salah satu instansi yang berada di bawah koordinasi pemerintah kota Makassar. 
Dinas ini merupakan instansi yang bertugas untuk memberikan layanan dalam 
hal penyediaan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah. 
Misalnya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan, penyuluhan 
kesehatan gratis, serta sarana dan prasarana lingkungan. Berdasarkan wilayah 
kerjanya, Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji merupakan salah satu dinas 
yang memiliki peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Fasilitas umum yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 
merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
warga, apalagi dengan wilayah kerja yang berada di perkotaan dengan jumlah 
penduduk yang padat, tentu saja kebutuhan akan fasilitas kesehatan pun 
semakin besar. Pertanyaan yang muncul, bagaimana kinerja pelayanan Rumah 
Sakit Umum Daerah Labuang Baji selama ini?. Apakah kebijakan program kerja 
yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji telah dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memuaskan mereka?. Karena realita 
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yang terjadi masih banyak daerah di Makassar yang kurang mendapatkan 
fasilitas kesehatan yang memadai. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mencoba mangangkat 
judul tentang “Penerapan konsep value for money dalam menilai kinerja 
pelayanan sektor publik pada Rumah Sakit  Labuang Baji kota Makassar” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan utama yang muncul adalah “bagaimana kinerja 
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji kota 
Makassar jika diukur melalui pendekatan konsep value for money”. 
 
1.3 Batasan masalah 
Mengingat banyaknya jenis pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit 
Umum Daerah Labuang Baji yang menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat 
maka dalam penelitian ini aspek kinerja yang akan diteliti adalah yang 
berhubungan dengan pelayanan rawat inap yang di hubungkan dengan jumlah 
kamar yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji selama tahun 
2011. 
Selanjutnya, dalam penelitian ini aspek kinerja yang akan diteliti adalah 
yang berhubungan dengan kinerja keuangan, yaitu nilai ekonomi dan nilai 
efisiensi dari realisasi anggaran jumlah keseluruhan kamar dan kinerja 
nonkeuangan dengan mengukur nilai efektifitas pelayanan kesehatan dalam 
bentuk nilai publik/pelanggan terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat yang membutuhkan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengukuran value for money 
diterapkan dalam instansi pemerintahan. 
b. Menggambarkan hasil pengukuran kinerja pelayanan publik dari instansi 
pemerintahan dalam hal ini Dinas Pelayanan Kesehatan Kota Makassar 
berdasarkan pendekatan konsep.  
 
1.5 Manfaat Penelitian 
a. Sebagai bahan kajian yang dapat memberikan manfaat terutama bagi 
penulis atau siapa saja yang berminat mengetahui lebih dalam 
mengenai konsep value for money dan penerapannya dalam sektor 
pemerintahan. 
b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pimpinan Dinas Pelayanan 
Kesehatan Kota Makassar dalam melihat pencapaian kinerja pelayanan 
melalui pendekatan value for money dan menjadi masukan dalam 
penyusunan kinerja pelayanan di masa yang akan datang. 
c. Sebagai bahan kajian serta bahan pertimbangan untuk penelitian yang 
serupa di masa yang akan datang. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I  : Pendahuluan 
  Bab ini berisikan latar belakang masalah, masalah pokok, batasan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
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BAB II : Landasan Teori 
  Bab ini berisikan tentang konsep pengukuran kinerja, konsep 
indikator kinerja, standar pelayanan publik, dan konsep value for 
money. 
BAB III  : Metode Penelitian 
  Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, pendekatan 
pengumpulan data, jenis dan sumber data dan metode analisis. 
BAB IV  : Gambaran Umum Instansi 
  Bab ini berisikan tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi 
instansi, struktur organisasi dan pembagian tugas, tugas pokok dan 
fungsi instansi. 
BAB V  : Pembahasan 
  Bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan penulis berdasarkan pada metode analisis yang telah 
dijelaskan pada bab III skripsi ini. 
BAB VI  : Kesimpulan dan Saran 
  Bab ini berisikan mengenai simpulan dari penelitian, dan saran-
saran untuk pihak yang bersangkutan maupun pihak lain yang 
berkepentingan dengan penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Konsep Pengukuran Kinerja 
2.1.1 Pengertian Kinerja 
Secara umum terdapat berbagai definisi tentang kinerja.Menurut Otley 
dalam Mahmudi (2005:6), kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan 
kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja 
tersebut. Dalam bukunya, (Indra Bastian, 2001:329) memberikan definisi kinerja 
sebagai berikut: 
“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam wujud sasaran, tujuan, misi, 
dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis 
(strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan 
bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi 
dalam periode tertentu” 
Kinerja merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat 
multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas 
factor-faktor yang membentuk kinerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa 
kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), 
karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan 
strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. 
 
2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja 
Setiap entitas organisasi, baik organisasi yang mencari laba maupun 
yang tidak berorientasi pada laba dan organisasi sektor publik membutuhkan 
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berbagai alat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah 
dilaksanakan oleh organisasi 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai salah satu pengukuran 
kinerja yang ada yakni value for money, yang merupakan fokus pembahasan 
dalam penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan mencoba 
menguraikan mengenai pengertian pengukuran kinerja itu sendiri. Adapun 
pengertian pengukuran/penilaian kinerja yang dikemukakan oleh para ahli, 
adalah sebagai berikut. 
Menurut Mahmudi (2005:7) 
Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan 
dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi 
penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas 
barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan 
efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. 
Sony Yuwono, Edy Sukarno, dan Ichsan (2004:23), pengukuran 
kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagal aktivitas 
dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. 
Sedangkan, menurut Mulyadi dan Setiawan (1999:227), pengukuran 
kinerja adalah penentuan atau penilaian secara periodik efektifitas operasional 
suatu organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran 
kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan 
kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan 
menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang akan 
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datang. Berapa besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode 
berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan. 
 
2.1.3 Manfaat dan Tujuan Pengukuran Kinerja 
Manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 
2002:122): 
a. Memberi pernahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 
kinerja manajemen. 
b. Mernberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 
c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif 
untuk memperbaiki kinerja. 
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & 
punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 
memperbaiki kinerja organisasi. 
f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah 
terpenuhi. 
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif:  
Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah : 
a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom 
up); 
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b. Untuk mengukur kinerja financial dan non-financial secara lebih berimbang 
sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi; 
c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah 
dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence; dan 
d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual 
dan kemampuan kolektif yang rasional. 
Berdasarkan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa setiap organisasi/ 
perusahaan sangat membutuhkan pengukuran kinerja yang baik. Pemilihan alat 
(tools) pengukuran kinerja yang baik, nantinya akan memberikan feedback 
informasi yang akurat dalam penilaian atas kinerja. Hal ini akan menopang dalam 
perencanaan strategi yang lebih akurat dalam pencapaian visi dan misi dari 
setiap organisasi/perusahaan. 
 
2.1.4 Aspek Pengukuran Kinerja 
Beberapa aspek dari pengukuran kinerja, yaitu: 
a. Aspek Finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari 
setiap instansi pemerintahan; 
b. Aspek Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction), yaitu bagaimana instansi 
pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas 
dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus menerus; 
c. Aspek Operasi Bisnis Internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal guna 
rnemastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah in-concert (seirama) dalam 
rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam 
rencana strategis; 
22 
 
d. Aspek Kepuasan Pegawai dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset 
yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak 
melakukan inovasi dan peran strategis; 
e. Aspek Kepuasan Kontinuitas dan Stakeholders, informasi dan pengukuran 
kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para stakeholder; 
f. Aspek Waktu, ukuran Waktu merupakan variabel penting dalam desain 
pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk 
membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 
 
2.2 Konsep Indikator Kinerja 
 
2.2.1 Pengertian dan Peranan Indikator Kinerja 
Istilah "ukuran kinerja" pada dasarnya berbeda dengan istilah 
"indikator kinerja". Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara 
langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara 
tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi 
kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui 
indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. 
Pengertian indikator kinerja berdasarkan penyampaian Lembaga 
Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (LAN BPKP, 
2000:5) diartikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan 
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 
demikian indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan 
digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan 
(ex-ante), tahap pelaksanaan (ongoing), maupun setelah kegiatan selesai (ex-
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post). Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal 
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi 
pemerintahan. Tanpa indikator kinerja akan menyulitkan pihak yang ingin 
memberikan penilaian terhadap kinerja dari kebijaksanaan/program/kegiatan 
instansi pemerintahan, yang pada akhirnya akan menyulitkan memberi penilaian 
kinerja organisasi secara keseluruhan. 
Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagaimana 
yang disampaikan oleh Badrul Munir (2003:61) sebagai berikut : 
a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan; 
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk 
menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk 
dalam menilai kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya; 
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi  
Adapun peranan indikator kinerja bagi pemerintah adalah sebagai 
berikut:  
a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. 
b. Untuk nengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan. 
c. Sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial.  
d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan 
pilihan. 
e. Untuk menunjukkan standar kinerja. 
f. Untuk menunjukkan efektivitas. 
g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang 
paling baik untuk mencapai target sasaran. 
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h. Untuk menentukan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk 
dilakukan penghematan biaya. 
 
2.2.2 Elemen-Elemen Indikator Kinerja 
Elemen-elemen indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai 
berikut:  
1. Indikator Masukan (Input).  
Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam 
suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dapat dibedakan 
menjadi input primer (kas) dan Input sekunder (bahan baku, SDM, dan 
infrastruktur). Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang 
dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Proses 
tersebut dapat berbentuk program atau aktivitas. Ukuran input 
mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, 
aktivitas, atau organisasi. 
Pengukuran input dilakukan untuk mengetahui harga per unit input dengan 
membandingkan input sekunder dengan input primer. Indikator input yang 
digunakan adalah Indikator finansial berupa anggaran. Indikator input 
tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat ekonomi. 
2. Indikator Keluaran (Output).  
Output merupakan hasil langsung dari suatu proses. Misalnya, jumlah 
operasi yang dilakukan oleh dokter bedah, jumlah lulusan perguruan tinggi, 
dan panjang jalan yang dibangun. Pengukuran output adalah pengukuran 
keluaran langsung suatu proses. Ukuran output menunjukkan hasil 
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implementasi program atau kegiatan. Pengukuran output berbentuk 
kuantitatif keuangan dan kuantitatif nonkeuangan. 
3. Indikator Hasil (Outcome).  
Outcome mengukur apa yang telah dicapai dari suatu program atau aktivitas 
dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan bisa 
berupa target kinerja yang diharapkan, sedangkan outcome adalah hasil 
nyata yang dicapai. Tujuan pengukuran outcome adalah untuk mengukur nilai 
kualitas output dari suatu aktivitas atau program. Kualitas output dalam arti 
yang lebih luas adalah dampak terhadap masyarakat. Dengan demikian 
pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas atau 
pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik terhadap masyarakat. 
Pengukuran outcome tidak dapat dilakukan sebelum program selesai 
dilaksanakan, atau program tersebut telah mencapai tahap tertentu. Oleh 
karena itu, untuk dapat mengukur outcome dengan baik biasanya dibutuhkan 
waktu yang panjang. 
4. Indikator manfaat (Benefit).  
Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh secara langsung 
maupun tidak langsung dari pencapaian tujuan program. Manfaat baru 
tampak setelah beberapa tahun kemudian, khususnya dalam jangka 
menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang 
diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi 
dengan optimal. Contohnya manfaat program Keluarga Berencana (KB) 
dengan terkendalinya angka kelahiran. 
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5. Indikator Dampak (Impact).    
Indikator dampak memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari hasil 
kegiatan baik posistif maupun negatif. Pengukuran impact dilakukan dengan 
cara membandingkan antara hasil program dengan asumsi keadaan yang 
akan terjadi apabila program tersebut tidak ada. Pengukuran impact sebisa 
mungkin diusahakan sampai pada penentuan manfaat dan biaya sosial 
secara finansial. Pengukuran impact biasanya dilakukan melelalui studi 
perbandingan tertentu, misalnya antarkurun waktu (time series), dan tidak 
cukup dengan pengumpulan data untuk satu waktu saja. 
 
2.2.3 Pengembangan Indikator Kinerja 
Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui 
apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. 
Indikator untuk tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan 
yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan 
komponen berikut: 
a. Biaya pelayanan (cost of service) 
Penentuan indikator kinerja harus mencakup indikator biaya, biasanya 
dinyatakan dalam biaya per unit. Indikator biaya ini merupakan elemen  penting 
untuk mengukur ekonomi dan efisiensi. Indikator biaya bersifat kuantitatif dan 
finansial. Manfaat indikator biaya adalah untuk menilai kelayakan tarif pelayanan 
dengan tingkat pelayanan yang diberikan serta untuk melakukan analisis 
keuangan. 
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b. Tingkat Pemanfaatan (utilization rate) 
Indikator tingkat pemanfaatan (utilisasi) diperlukan untuk mengetahui ada 
atau tidaknya kapasitas yang menganggur (idle capacity) atas sumber daya yang 
dimiliki organisasi. Tingkat utilisasi dapat diketahui dengan cara membandingkan 
tingkat pemanfaatan dengan kapasitas yang tersedia atau membandingkan 
antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan 
publik (public demand). Adanya kapasitas yang menganggur pada dasarnya 
akan menjadikan organisasi tidak efisien dan efektif. Indikator ini harus 
mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya biasanya 
berupa volume absolut atau persentase tertentu, misalnya persentase 
penggunaan kapasitas. 
c. Kualitas dan Standar Pelayanan (quality and standards) 
Selain indikator yang sifatnya kuantitatif, penentuan indikator kinerja juga 
harus mencakup indikator yang sifatnya kualitatif,  misalnya indikator kualitas dan 
standar pelayanan. Indikator kualitas pelayanan ini, misalnya kecepatan 
pelayanan, ketetapan waktu, kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, 
kebersihan, keamanan, keindahan (estetika), etika, dan sebagainya. Sedang 
standar pelayanan terkait dengan tingkat pelayanan minimal yang harus 
diberikan. Pada dasarnya tujuan dibuatnya standar pelayanan adalah untuk 
memberikan pelayanan publik yang manusiawi, menjadikan pelanggan sebagai 
subjek yang harus dilayani dengan penuh hormat. Untuk menjamin kualitas 
pelayanan yang baik terdapat standar mutu internasional ISO. 
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d. Cakupan Pelayanan (service coverage) 
Indikator cakupan pelayanan untuk mengetahui tingkat penyediaan 
pelayanan yang diberikan (supply) dengan permintaan pelayanan yang 
dibutuhkan (demand). Organisasi pelayanan publik dihadapkan pada masalah 
cakupan pelayanan yang bisa dibandingkan dengan total permintaan.Oleh 
karena itu, pembuatan indikator cakupan pelayanan tersebut penting untuk 
perencanaan mengenai peningkatan kapasitas pelayanan, alternatif pelayanan 
atau subtitusi pelayanan. 
e. Kepuasan Pelanggan (citizen's satisfaction) 
Kepuasan pelanggan merupakan salah satu bentuk hasil suatu pelayanan. 
Kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai tujuan tingkat tinggi dalam 
sistem pengukuran kinerja. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode 
jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan 
aspirasi masyarakat (need assessment) dapat juga digunakan untuk menetapkan 
indikator kepuasan. Kepuasan pelanggan sangat bersifat kualitatif, oleh karena 
itu untuk mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan (masyarakat) perlu 
dilakukan survey pelanggan. Survey kepuasan pelanggan tersebut kemudian 
dapat digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Pelanggan. Selain metode 
di atas, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain atau 
aduan dari pihak pelanggan. 
 
2.3 Anggaran Kinerja 
Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan 
munculnya era New Public Management telah mendorong upaya untuk 
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mengembangkan pendekatan anggaran yang lebih sistematis dalam 
perencanaan anggaran pemerintah. Sistem anggaran kinerja merupakan salah 
satu anggaran yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan reformasi 
pemerintahan yang terdiri atas penyusunan program dan tolak ukur kinerja 
sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. 
Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi 
berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya 
kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan 
untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan 
pelayanan publik. 
Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh 
karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sistem 
anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan 
program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan 
sasaran program. Penerapan anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran 
dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi 
pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup 
pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, 
serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur  dalam 
mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. 
 
2.3.1 Pengertian Anggaran Kinerja 
Secara umum terdapat bebagai definisi tentang anggaran kinerja. 
Indra Bastian (2001:92) mengatakan anggaran kinerja merupakan teknik 
penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (work load) dan 
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unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. Maksud terstruktur disini dimulai 
dari pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran 
digunakan sebagai alat manajemen. Sedangkan menurut Sjahruddin Rasul 
(2003:49) anggaran kinerja adalah, suatu pendekatan sistematis untuk 
membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat pembayar 
pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja dan produksi. Intisari 
dari berbagai defenisi di atas pada dasarnya merujuk bahwa melalui penerapan 
anggaran berbasis kinerja yang menyajikan informasi kinerja secara bersamaan 
dengan jumlah dana yang dibutuhkan akan meningkatkan kualitas proses 
pengambilan keputusan (penganggaran). Hal ini disebabkan oleh fokus alokasi 
anggaran akan lebih diarahkan pada hasil-hasil yang diinginkan. 
 
2.3.2 Penerapan Anggaran Kinerja 
Pengelolaan keuangan Negara diselenggarakan secara professional 
berdasarkan aturan pokok dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, tentang 
keuangan negara yang menjabarkan aturan pokok kedalam asas-asas umum 
yang meliputi asas-asas lama, yaitu asas tahunan, asas kesatuan, dan asas 
spesialitas, sedangkan asas-asas baru yang mencerminkan Best Practices 
(penerapan kaidah-kaidah yang baik), yaitu asas profesionalitas, 
proporsionalitas, akuntabilitas berorientasi hasil, keterbukaan dalam pengelolaan 
keuangan Negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang 
bebas dan mandiri. 
Undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara yang 
mengharuskan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Sebelum dikeluarkannya UU No. 17 
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tahun 2003 pada tingkat pengelolaan keuangan daerah (APBD) telah 
menerapkan anggaran berbasis kinerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No. 105 tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah dan No. 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala 
Daerah. Adapun teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam 
Negeri No. 29 tahun 2002, tentang tata cara penyusunan APBD, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 
 
2.4 Standar Pelayanan Publik 
Desain sistem manajemen kinerja sektor publik tidak dapat 
dipisahkan dari penentuan standar pelayanan publik. Manajemen kinerja sektor 
publik belum dikatakan lengkap bila tidak ditetapkan standar pelayanan publik 
yang menjadi acuan bagi manajemen dalam bertindak. Standar pelayanan publik 
merupakan standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor 
publik. Dalam rangka memenuhi standar pelayanan publik tersebut, setiap unit 
pelayanan harus menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 
 
2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik 
Menurut Mardiasmo (2002;107) Pelayanan publik adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya 
pemberian pelayanan kepada masyarakat (public service). Pemberian pelayanan 
publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu: pajak dan 
pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik 
(charging for service). 
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Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah 
bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat 
berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat 
telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan 
berbagai pungutan lainnya. 
 
2.4.2 Klasifikasi Pelayanan Publik 
Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat 
diklasifikasikan kedalam dua kategori utama, yaitu : 
1. Pelayanan Kebutuhan Dasar 
Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi: 
a. Kesehatan. 
b. Pendidikan dasar. 
c. Bahan kebutuhan pokok masyarakat (sembako). 
2. Pelayanan Umum 
Pelayanan umumyang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga 
kelompok, yaitu: 
a. Pelayanan administratif. 
b. Pelayanan barang. 
c. Pelayanan jasa. 
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2.4.3 Asas Pelayanan Publik 
Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan 
publik harus memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu: 
1. Trasparansi 
Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 
serta mudah dimengerti. 
2. Akuntabilitas 
Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
3. Kondisional 
Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 
dan efektifitas. 
4. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
5. Tidak diskriminatif (kesamaan hak) 
Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak 
membedakan suku, ras, agama, jender, status sosial dan ekonomi. 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban 
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Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak. 
 
2.4.4 Prinsip Pelayanan Publik 
Prinsip pelayanan publik antara lain: 
a. Kesederhanaan prosedur 
Prosedur pelayanan hendaknya mudah dan tidak berbeli-belit. 
b. Kejelasan 
Kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, 
unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengketa, atau tuntutan dalam 
pelaksanaan pelayanan publik, serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
pembayarannya. Kejelasan ini penting bagi masyarakat untuk menghindari 
terjadinya berbagai penyimpangan yang merugikan masyarakat, misalnya praktik 
pencaloan dan pungutan liar di luar ketentuan yang ditetapkan. 
c. Kepastian waktu 
Pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam 
kurun waktu  yang telah ditentukan. 
d. Akurasi produk pelayanan. publik 
Produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus akurat, 
benar, tepat, dan sah. 
e. Kelengkapan sarana dan prasarana 
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Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi informasi dan 
komunikasi. 
f. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 
hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada masyarakat dalam 
pemberian pelayanan. 
g. Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan 
atas persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
h. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 
oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 
informatika. 
i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 
memberikan pelayanan dengan sepenuh hati (ikhlas). 
j. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 
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fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan 
sebagainya. 
 
2.4.5 Cakupan Standar Pelayanan Publik 
Cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-
kurangnya meliputi: 
a. Prosedur pelayanan 
Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang 
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengajuan. 
b. Waktu penyelesaian 
Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan 
sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan 
termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan 
Harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan 
tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. 
d. Produk pelayanan 
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga pelayanan yang 
telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan mendapatkan pelayanan berupa 
apa saja. Produk pelayanan ini harus distandarkan. 
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e. Sarana dan prasarana 
Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi layanan 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 
dibutuhkan. 
 
2.4.6 Biaya Pelayanan Publik 
Permasalahan penting dalam penyediaan pelayanan publik adalah 
penentuan tarif/biaya pelayanan yang sering disebut charging for services. Pada 
dasarnya terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan 
biaya/tarif pelayanan publik, misalnya metode biaya marginal (marginal cost 
pricing), metode pemulihan biaya penuh (full cost recovery), metode biaya 
ditargetkan (target costing), dan sebagainya. Dalam penentuan biaya pelayanan 
tersebut diperlukan perhitungan akuntansi biaya pelayanan yang cukup 
kompleks. Pada prinsipnya penetapan besarnya biaya/tarif pelayanan publik 
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat. 
2. Nilai/ harga yang berlaku atas barang dan jasa. 
3. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan 
tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan.  
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2.5 Konsep Value For Money 
2.5.1 Pengertian Value for Money 
Menurut Mahmudi, Value for money (VFM) merupakan konsep 
penting dalam organisasi sector publik. Meskipun sama-sama menggunakan 
kata value dan money, konsep value for money sangat berbeda pengertiannya 
dengan konsep time value of money. Time value of money memiliki pengertian 
bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan 
value for money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang (Mahmudi, 
2005:89). Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan 
digunakan sebaik-baiknya. 
Sektor publik di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun pada 
tingkat daerah sering dinilai sebagai lembaga yang inefisien, selalu boros dalam 
menggunakan dana, sumber kebocoran anggaran yang tinggi (korupsi), dan 
institusi yang selalu merugi dalam melakukan aktivitasnya. 
Oleh karena itu, tuntutan baru muncul agar pemerintah daerah 
memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for 
money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang 
berdasarkan pada tiga elemen utarna yaitu: ekonomis, efisien, dan efektif dengan 
cakupan sebagai berikut: 
1. Ekonomis: dalam arti kehematan yang mencakup hati-hati dan cermat 
(predency). Dalam pengadaan alokasi sumber daya, serta perolehan input 
dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi 
merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam 
satuan moneter. Ekonomi terkait pada sejauh mana organisasi sektor publik 
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dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan 
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi 
menggambarkan hubungan antara harga pasar dan masukan (cost of input) 
atau dengan kata lain ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa 
input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan 
(spendingless). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila 
dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu ada. 
2. Efisiensi: berhubungan erat dengan konsep produktivitas dalam arti berdaya 
guna dalam penggunaan sumber daya, dimana penggunaan sumber daya 
diminimalkan dan hasilnya yang dimaksimalkan (maximizing benefits and 
minimizing cost). Efisiensi merupakan perbandingan output/input (cost of 
output) yang digunakan dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target 
yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila 
suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan 
sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. 
3. Efektifitas: pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan 
sasaran dari target kegiatan (berhasil guna). Efektifitas merupakan hubungan 
antara keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran (outcome) yang harus 
dicapai. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka 
semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, 
program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa 
memenuhi tujuan yang diharapkan (spendingwisley). 
Value for money menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip 
ekonomi, efesiensi dan efektivitas tersebut secara bersama-sama. Dengan 
pengertian lain, value for money menghendaki organisasi dapat mencapai tujuan 
yang ditetapkan dengan biaya yang lebih rendah. 
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Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, 
namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu 
ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau 
kesetaraan (equality). Keadilan berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan 
sosial (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang 
berkualitas dan kesejahteraan ekonomi tanpa adanya diskriminasi atau hak 
istimewa atas kelompok tertentu. Kesetaraan mengandung arti bahwa 
pemerintah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang lebih 
membutuhkan. Hal itu juga berarti perlunya dilakukan pemerataan pelayanan 
sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan yang diberikan. 
Perluasan value for money dengan menambah prinsip keadilan tersebut penting 
untuk menghindari munculnya eksternalitas serta kegagalan pasar. 
 
2.5.2 Indikator Value for Money 
Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi 
sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money 
dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomis dan 
efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Indikator efisiensi 
menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit 
organisasi (seperti staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. 
Sedangkan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak 
(outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. 
Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-
sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara 
ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan 
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target yang diharapkan. Atau di lain pihak sebuah program dapat dikatakan 
efektif dalam mencapai tujuan. Akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang 
tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program 
yang dijalankan dapat dikatakan cost-effectivenees. Indikator efektivitas biaya 
merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan dapat memberikan 
ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik diidentikkan dengan 
pelayanan publik. 
 
2.5.3 Pengukuran Value for Money 
Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja value 
for money adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan 
menganalisis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara lebih 
spesifik dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini: 
a. Pengukuran Ekonomi 
Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan (input) yang 
dipergunakan: 
Ekonomi = 
in ut
harga  ut ut
 
Dalam hal ini ekonomi merupakan ukuran relatif. Berbagai pertanyaan 
yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ekonomi, antara lain; (i) Apakah biaya 
organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi; (ii) Apakah 
biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi sejenis yang dapat 
diperbandingkan; dan (iii) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya 
finansial secara maksimal. Tiga pertanyaan ini dapat dikatakan sebagai 
42 
 
pertanyaan mendasar, dan selanjutnya masih dapat dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengetahui tingkat 
ekonomisnya. 
b. Pengukuran Efisiensi 
Efisiensi dapat diukur dengan ratio antara output dan input. Semakin 
besar ratio berarti semakin tinggi nilai efisiensi.Dalam pegukuran indikator value 
for money efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu; efisiensi alokasi dan efisiensi 
teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk 
mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi 
teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber 
daya input pada tingkat output tertentu. 
Efisiensi = 
 ut ut
 n ut
 
Dalam organisasi sektor publik setiap pengeluaran perlu dibuat standar 
belanjanya (standard spending assessment) sebagai bentuk standar biaya. 
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja 
dengan standar belanjanya. Penetapan standar belanja tersebut sebelumya juga 
sudah harus mempertimbangkan aspek ekonomi serta standar pelayanan publik 
minimum yang harus dipenuhi. 
c. Pengukuran Efektivitas 
Efektivitas dapat diukur dengan rasio antara outcome dan output. Berhasil 
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dapat diukur dengan tingkat 
efektivitas dari kegiatan organisasi tersebut. 
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Efektivitas = 
 utc me
 ut ut
 
Apabila organisasi berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan 
dengan efektif. 
 
2.5.4 Manfaat Value for Money pada Sektor Publik 
Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi 
sektor publik antara lain:  
a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 
diberikan tepat sasaran.  
b. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 
c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 
terjadinya penghematan dalam penggunaan input. 
d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 
e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai 
akar pelaksanaan akuntabilitas publik. 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelumnya mengenai value for money pada instansi 
pemerintahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya : 
a. Ilham Alni (2006) Analisis kinerja keuangan belanja kegiatan dengan 
pendekatan value for money pada secretariat daerah provinsi Sulawesi 
selatan. Alat analisis yang digunakan adalah pengukuran efisiensi dan 
pengukuran efektifitas, berdasarkan hasil pengukuran pada indikator 
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masukan (Input) menunjukkan bahwa biro-biro yang terdapat pada 
instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 
anggaran 2004 tidak menggunakan semua input dana/anggaran dari 
yang telah dianggarkan/direncanakan untuk setiap kegiatan, sedangkan 
jika dilihat dari pengukuran indicator keluaran (output) dapat dilihat 
bahwa sebagian besar target pencapaian fisik berhasil direalisasikan. 
Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran hasil (Outcome) dapat 
dikatakan bahwa publik/pelanggan dari kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan umumnya 
merasa puas dengan pencapaian rata-rata 70% 
. 
b. Rismala (2008) Penerapan konsep value for money dalam menilai 
kinerja pelayanan sektor publik pada dinas pekerjaan umum kota 
Makassar. Penelitian pada kinerja Dinas PU Kota Makassar khususnya 
dalam pelaksanaan program pembangunan rusunawa dengan 
menghususkan pada pengukuran yang berhubungan dengan kinerja 
keuangan yaitu nilai ekonomi dan nilai efisiensi dari realisasi anggaran 
pembangunan Rusunawa dan kinerja nonkeuangan dengan mengukur 
nilai efektifitas Rusunawa dalam bentuk penilaian publik/pelanggan 
terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan pengelolaan Rumah 
Susun Sederhana Sewa dengan pencapaian 76% sehingga target yang 
dicapai belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan. 
 
c. Indriani Marsit (2010) Penerapan Konsep value for money sebagai 
alternative alat pengukuran kinerja pada dinas pekerjaan Umum 
Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian dilaksanakan pada Dinas PU 
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Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan metode analisis deskriptif 
kuantitatif yaitu dengan menerapkan konsep value for money sebagai 
alat pengukuran kinerja dimana unsur-unsur dari konsep value for 
money dianalisis dengan menggunakan tingkat ekonomi, efisiensi dam 
efektifitas. Dengan mengacu pada nilai ekonomi, program 
pembangunan jalan dan jembatan memenuhi prinsip ekonomi yang 
ditandai dengan penerapan system tender, dimana proyek 
pembangunan jalan dan jembatan dilimpahkan kepada pihak kontraktor 
yang telah memenuhi syarat pada saat pelelangan proyek. Dengan 
mengacu pada nilai efisiensi dapat dikatakan bahwa anggaran yang 
digunakan untuk program pembangunan jalan dan jembatan sudah 
sangat efisien terlihat dari persentase rasio efisiensi yang mencapai 
angka 124,27 % (berdasarkan system penilaian Lakip LAN). Dengan 
mengacu pada nilai efektifitas disimpulkan bahwa program 
pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Polewali Mandar kurang efektif yang mencapai angka 60%. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Daerah Penelitian 
Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Rumah sakit Labuang 
Baji kota Makassar yang beralamatkan di jalan dr. Ratulangi, No. 81 kota 
Makassar. 
 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap 
maka dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data sebagai berikut ini : 
a. Tinjauan pustaka (library research) 
Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari 
teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 
penulis pada buku-buku, literatur-literatur ataupun artikel-artikel akuntansi, serta 
mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan 
dengan masalah dalam penelitian ini, guna memperoleh landasan teoritis yang 
memadai untuk melakukan pembahasan secara komprehensif. 
b. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada 
tempat penelitian dengan menggunakan teknik wawancara (interview) dengan 
pihak yang berkompeten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta 
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pengumpulan dokumen atau data yang dianggap relevan dengan masalah yang 
diteliti. Selain itu, penulis juga menyebarkan kuesioner kepada pihak-pihak yang 
berkompeten untuk melengkapi keakuratan data dalam skripsi. 
c. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang 
berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, guna memperoleh landasan 
teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan secara komprehensif. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Menurut (Sugiyono, 1997 : 57), definisi populasi yaitu : “Populasi adalah 
wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek yang menjadi kuantitas 
dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian 
ditarik kesimpulannya”. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Semua Pasien Rawat Inap dan 
Rawat Jalan yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 
 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh 
populasi tersebut.Untuk sampel penelitian, penulis mengambil sampel total 63 
orang, untuk pasien Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. 
Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
metode sampel secara acak sederhana (simple ramdom sampling) yaitu teknik 
pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jenis sampel dalam 
48 
 
penelitian ini adalah probabilitas yaitu sampel yang memberikan peluang atau 
kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih 
menjadi sampel. 
 
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 
a. Variabel tergantung ( Dependent Variabel) 
Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji sebagai variabel 
dependent (Y) yaitu variabel yang keberadaannya merupakan sesuatu yang 
dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel independent. 
b. Variabel bebas (independent variabel) 
Variabel independent (X) yaitu suatu variabel yang keberadaannya tidak 
dipengaruhi oleh variabel lain, sebaliknya variabel ini akan mempengaruhi 
variabel lainnya. Variabel independent ini diturunkan kedalam 5 indikator yaitu : 
1. Tannggibility (bukti fisik) 
2. Reliability (handal) 
3. Responsiveness (tanggap) 
4. Assurance (jaminan) 
5. Empaty (perhatian) 
 
3.5 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah : 
1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti laporan biaya 
operasional dan realisasi anggaran. 
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2. Data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari kumpulan data non angka yang 
sifatnya deskriptif. 
Sumber data dalam penulisan ini adalah : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek 
penelitian. 
Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung dan 
wawancara atau pengajuan pertanyaan kepada pejabat dan pegawai rumah sakit 
Labuang Baji kota Makassar, serta data yang diperoleh dari pihak-pihak yang 
berkaitan langsung. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari rumah sakit dan sudah terolah 
dan didapatkan lewat dokumen-dokumen.  
 
3.6 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif (descriptive kuantitative analysis method), yaitu dengan 
menerapkan konsep pengukuran value for money dalam pengukuran kinerja 
pelayanan rumah sakit kota makassar, kemudian dengan menganalisis unsur-
unsur value for money yaitu dengan menghitung tingkat ekonomi, efisiensi dan 
efektifitas dari realisasi anggaran pembangunan rumah sakit. Namun sebelum 
itu, terlebih dahulu akan dijabarkan konsep pelayanan rumah sakit dan indikator 
kinerja yang menjadi dasar perhitungan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. 
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a. Definisi Operasional 
Secara lebih spesifik pengukuran value for money dapat dijelaskan dalam 
uraian berikut ini (Mardiasmo,2002:133) : 
Pengukuran Ekonomi 
Nilai ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara input dan 
harga output. Semakin besar ratio berarti semakin tinggi nilai ekonomi. 
Ekonomi = 
in ut
harga  ut ut
 
Dimana, nilai input merupakan jumlah persentase antara input yang 
digunakan dengan input yang dianggarkan, sedangkan harga input adalah 
sejumlah persentase harga input yang terealisasi dengan harga input yang 
dianggarkan. 
Pengukuran efisiensi. 
Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan ratio antara output dan 
input. Semakin besar ratio berarti semakin tinggi nilai efisiensi. 
Efektivitas = 
 ut ut
 n ut
 
Dimana, nilai output merupakan hasil persentase perhitungan realisasi 
fisik di lapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai input merupakan 
jumlah persentase antara dana yang digunakan dengan dana yang dianggarkan 
oleh pemerintah. 
Pengukuran efektivitas 
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Secara sederhana efektivitas dapat diukur dengan membandingkan 
antara outcome dan output. Semakin tinggi ratio berarti semakin efektif 
Efektivitas = 
 utc me
 ut ut
 
Dimana, outcome merupakan penilaian publik/pelanggan terhadap hasil 
atau pencapaian tujuan dari pelayanan Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. 
Sedangkan output merupakan hasil persentase perhitungan realisasi fisik di 
lapangan setiap kegiatan yang ada. 
Untuk mengukur tingkat pencapaian  outcome  rumah sakit, penulis 
melakukan penyebaran kuesioner kepada para penghuni rumah sakit yang 
secara langsung merasakan dampak dari terlaksananya program ini. Sejauh 
mana tingkat pencapaian outcome dari pelayanan rumah sakit akan ditentukan 
dari seberapa besar tingkat kepuasan konsumen (penghuni rumah sakit) 
terhadap pelayanan yang mereka terima. 
Jadi yang menjadi outcome rumah sakit adalah indeks kepuasan 
konsumen rumah sakit. Karena sejatinya, yang menjadi outcome tertinggi dan 
ruh dari setiap pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, pengolahan data 
yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Kuantitatif yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh para responden 
diubah menjadi data kualitatif dengan memberikan skor pada masing-masing 
pilihan jawaban dengan skala linkert seperti yang dikemukakan oleh sugiyono 
(2002:74): 
1 = sangat tidak setuju (STS) 
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2 = tidak setuju (TS) 
3 = netral (N) 
4 = setuju (S) 
5 = sangat setuju (SS) 
b. Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden 
akan diketahui pencapaian indeks kepuasan pelanggan, seperti yang 
dirumuskan oleh Sugiyono (2002:79) : 
IKC = PP 
Dimana : 
IKC = indeks kepuasan customer 
PP = perceived performance 
c. Setelah diketahui IKK dari seluruh responden kemudian digolongkan pada 
skala : a) sangat tidak puas, b) tidak puas, c) kurang puas, d) puas, e) sangat 
puas 
Untuk menentukan skala ini ditentukan terlebih dahulu indeks kepuasan 
minimal dan indeks kepuasan maksimal, interval yang dapat dicari dari 
pengurangan antara indeks kepuasan maksimal dengan indeks kepuasan 
minimal dibagi seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2002:80) berikut: 
IKmaks = RxPPxEXmaks 
IKmin = RxPPxEXmin 
Interval = (IKmaks-IKmin) : 5 
Keterangan : 
PP = banyaknya item pertanyaan 
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R  = jumlah responden 
EXmin  = skor minimal yang bisa diberikan 
EXmaks  = skor maksimal yang diberikan 
Jawaban dari tiap responden selanjutnya di uji validitas dan reliabilitasnya 
untuk melihat konsistensi dari responden pada masa yang akan datang 
mengenai pertanyaan yang diberikan. Validitas menunjukkan derajat ketepatan 
antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat 
dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan realibilitas menunjukkan derajat 
konsistensi data dalam interval waktu tertentu. 
Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah pasien yang 
mendapatkan pengobatan di rumah sakit yang dipilih secara acak dengan 
menggunakan teknik simple random sampling. Selanjutnya untuk pengukuran 
nilai ekonomi, efisiensi dan efektifitas dari program ini, maka digunakan skala. 
Untuk instansi pemerintah pengukuran ini sesuai dengan kebijakan masing-
masing instansi pemerintah daerah, tetapi secara umum diatur dalam modul. 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun skala yang 
digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah: 
Tabel 3.1 
Skala 
 
No. Persentase Penilaian 
1. 90 s/d 100 Sangat ekonomi/ sangat efisien/ sangat efektif 
2. 80 s/d 89,99 Cukup ekonomi/ cukup efisien/ cukup efektif 
3. 70 s/d 79,99 Ekonomi/ efisien/ efektif 
4. 60 s/d 69,99 Kurang ekonomi/ kurang efisien/ kurang efektif 
5. < 59,99 Tidak ekonomi/ tidak efisien/ tidak efektif 
Sumber Data: Lakip LAN 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Value for Money 
Seluruh instansi pemerintahan melakukan penyusunan dan evaluasi 
anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan peraturan pemerintahan yaitu PP 
105 tahun 2000, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota 
Makassar. Dalam mengevaluasi penilaian kinerja dilakukan dengan cara 
mengukur input, output dan outcome dari setiap pencapaian target dan realisasi 
kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. 
Untuk mengukur kinerja pelayanan sektor publik digunakan pendekatan 
konsep value for money yaitu pengukuran terhadap nilai ekonomis, efisiensi dan 
efektifitas. 
 
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Labuang 
Baji Kota Makassar 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan aktivitas atau program 
pelayanan tersebut, telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, penulis 
menggunakan indikator kinerja sebagai berikut: 
a. Indikator input pelayanan rawat inap dan rawat jalan yaitu dana yang 
dianggarkan (input primer) dan berupa dana sekunder (Ruang rawat pasien, 
Tenaga Kesehatan seperti dokter dan perawat dan infrastruktur lainnya). 
b. Indikator output pelayanan rawat inap dan rawat jalan yaitu peningkatan 
kualitas hidup Pasien. 
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c. Indikator  outcome pelayanan rawat inap dan rawat jalan yaitu nilai dari 
tingkat kepuasan pelanggan/pasien Rumah Sakit Labuang Baji Kota 
Makassar 
Adapun outcome yang diharapkan adalah seberapa besar tingkat 
kepuasan konsumen pelanggan/pasien dari penggunaan dana tersebut. 
 
4.3 Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) 
Semakin ketat persaingan di bidang pelayanan kesehatan mendorong 
pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada pelanggan. 
Hal ini disebabkan karena konsumen jasa layanan kesehatan mencari pelayanan 
terbaik sehingga rumah sakit berlomba menawarkan jasa baik rumah sakit 
pemerintah maupun swasta. Untuk itu, strategi yang diterapkan haruslah 
berorientasi eksternal (pemasaran). Pelanggan merupakan faktor penting dalam 
menentukan kelangsungan operasional rumah sakit, karena dari para pelanggan 
dana operasional diperoleh selain dari sumbangan-sumbangan atau dana 
bantuan. Pelayanan yang baik dan dapat memuaskan pelanggan harus ditunjang 
dengan perlengkapan yang lengkap, selain itu juga ditunjang oleh karyawan-
karyawan yang cekatan dalam menangani setiap masalah yang dihadapi oleh 
pelanggan. 
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji menggunakan perspektif 
pelanggan ini untuk menilai bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Labuang 
Baji mampu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggannya tanpa 
melupakan misi sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat luas khususnya 
masyarakat ekonomi lemah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan dan menciptakan suatu produk atau jasa yang bernilai. 
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Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang sesuai dengan 
perspektif pelanggan adalah berusaha untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat, baik bersifat penyembuhan, pemulihan, pencegahan 
maupun peningkatan serta ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang 
memadai. Tolak ukur yang digunakan dalam perspektif ini adalah customer 
retention, rata-rata kunjungan, kepuasan pelanggan yang dapat diperoleh melalui 
survey kepuasan yang dilakukan terhadap pasien yang menjadi pelanggan 
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang, dan citra rumah sakit yang juga dapat 
dilihat dari pendapatan masyarakat dalam hal ini pendapat pelanggan/pasien 
terhadap rumah sakit. 
 
 
4.4 Penerapan Konsep value for money Tolak Ukur dalam Hal Penilaian 
secara Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas Pelayanan Rumah Sakit 
kepada Pasien 
 
4.4.1 Pengukuran Nilai Ekonomi 
Seperti yang telah diterangkan bahwa ekonomi terkait dengan sejauh 
mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang 
digunakan, yaitu dengan menghindari yang boros dan tidak produktif. Nilai 
ekonomi dari program-program yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah 
Labuang Baji, dapat diukur dengan membandingkan input primer (dana yang 
terealisasi) dengan input sekunder (tenaga kerja, peralatan kesehatan, obat-
obatan, dan lain-lain). Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji telah 
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melaksanakan program kerjanya sesuai dengan prinsip ekonomis. Salah satunya 
dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimum yang memang diwajibkan bagi 
seluruh Pemerintah Daerah seuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal, sehingga SKPD memiliki target yang harus dicapai yaitu : 
Tabel 5.1 
Data Target & Realisasi Anggaran RSUD Labuang Baji Kota Makassar 
yang Berkaitan dengan Pencapaian Ekonomi tahun 2011 
 
No  
PROGRAM KERJA 
ANGGARAN 
TARGET REALISASI CAPAIAN 
(Rp) (Rp)  
1  RAWAT INAP 31.060.146.461 30.351.956.702 97 % 
2 RAWAT JALAN 12.151.290.542 11.723.963.116 96 % 
 
  
4.4.2 Pengukuran Nilai Efisiensi  
Nilai efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input (output 
per unit input). Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, apabila penggunaan dana 
sekecil-kecilnya menghasilkan output sesuai yang diharapkan dalam program 
tersebut atau penggunaan dana sesuai dengan program akan menghasilkan 
output sebesar-besarnya (spending wells/ Mahmudi, 2005:91) 
Penelitian ini berdasarkan penggunaan dana sebatas tahun anggaran 
2011. Adapun pengukuran nilai efisiensi, yaitu persentase perbandingan jumlah 
realisasi unit fisik di lapangan dengan jumlah unit fisik yang dianggarkan dengan 
nilai input, yaitu jumlah persentase antara dana yang digunakan dengan dana 
yang dianggarkan oleh pemerintah. Jenis kegiatan, target, dan realisasi 
anggaran penulis paparkan pada tabel di bawah ini. 
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a. Pelayanan rawat inap periode 2011 
Anggaran Rp. 31.060.146.461, jumlah pasien 718 orang , 96 kamar 
b. Pelayanan rawat jalan periode 2011 
Anggaran Rp. 12.151.290.542, jumlah pasien 665 orang 
Tabel 5.2 
Data Target & Realisasi Anggaran RSUD Labuang Baji Kota Makassar 
yang Berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan tahun 2011 
 
No  
PROGRAM KERJA 
ANGGARAN 
TARGET REALISASI 
(Rp) (Rp) 
1  RAWAT INAP 31.060.146.461 30.351.956.702 
2 RAWAT JALAN 12.151.290.542 11.723.963.116 
 Jumlah 43.211.437.003 42.075.919.818 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung nilai efisiensi dari program ini 
sebagai berikut : 
Nilai input  = realisasi / rencana x 100% 
   = 42.075.919.818 / 43.211.437.003 x 100% 
= 97,37 % 
Sedangkan untuk mengetahui nilai output (keluaran) yang dijadikan 
indikator untuk mengukur output yakni keadaan/realisasi pencapaian dilapangan. 
Nilai output ini dapat diukur dengan menghitung persentase perbandingan antara 
jumlah realisasi fisik di lapangan dari setiap kegiatan yang ada dengan jumlah 
fisik yang dianggarkan. Menurut penanggung jawab dari kegiatan, realisasi fisik 
di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. 
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Tabel 5.3 
Data Target & Realisasi Anggaran RSUD Labuang Baji Kota Makassar 
yang Berkaitan dengan Pasien/Konsumen Tahun 2011 
 
No  
PROGRAM KERJA 
ANGGARAN 
TARGET REALISASI 
(Jiwa) (Jiwa) 
1  RAWAT INAP 718 718 
2 RAWAT JALAN 665 665 
s 
Berdasarkan tabel diatas, persentase nilai output dapat dihitung sebagai 
berikut: 
1. Kegiatan 1 ( Rawat inap) 
Nilai Output = Realisasi / Rencana x 100% 
  = 718 jiwa / 718 jiwa x 100 % 
  = 100 % 
2. Kegiatan 2 (Rawat Jalan) 
Nilai Output = Realisasi/ rencana x 100% 
  = 665 jiwa / 665 jiwa x 100% 
  = 100%  
Berdasarkan data perhitungan yang disajikan di atas, dapat dinyatakan 
bahwa nilai persentase output dari program pelayanan kesehatan rawat inap dan 
rawat jalan mencapai angka 100%. 
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Setelah nilai input dan output diketahui, maka selanjutnya pengukuran 
efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut: 
Nilai efisiensi = output / input x 100% 
  = 100 / 97,37 x 100% 
  = 102,7 0 % 
100% x 43.211.437.003 = 43.211.437.003 
Efisiensi = Anggaran - Realisasi 
   = 43.211.437.003 - 42.075.919.818 = 1.135.517.185 
 
4.4.3 Pengukuran Nilai Efektivitas 
Efektifitas adalah hasil akhir dari suatu tujuan yang direncanakan 
sebelumnya. Adapun nilai efektifitas, yaitu perbandingan antara outcome dengan 
output. Selanjutnya akan menjadi dasar indikator  kinerja kegiatan/program 
pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar. 
Nilai output dalam penelitian ini telah dipaparkan pada bagian 
sebelumnya, sedangkan nilai outcome, penulis mengambil data dari 65 kuisioner 
yang disebarkan kepada konsumen/pasien rawat inap dan rawat jalan). Hasil 
analisis dari data kuisioner didapatkan indeks kepuasan konsumen (IKK) yang 
kemudian dijadikan sebagai indicator outcome.Kuisioner yang telah disebarkan 
terdiri dari 33 pertanyaan, terlampir. 
Data yang dihasilkan dari kuisioner tersebut masih bersifat kualitatif, 
kemudian diubah menjadi data kuantitatif. Untuk mengubah sifat data tersebut 
dibuat skor jawaban sebagai berikut : 
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1. Memilih Sangat Tidak Baik (STB) diberi nilai 1 
2. Memilih Tidak Baik (TB) diberi nilai 2 
3. Memilih Kurang Baik (KB) diberi nilai 3 
4. Memilih Baik (B) diberi nilai 4 dan 
5. Memilih Sangat Baik (SB) diberi nilai 5 
Instrument dalam penelitian ini berbentuk teks (kuisioner) maka 
pengujian validitas isi, dalam hal ini uji validitas penelitian ini menggunakan 
aplikasi SPSS 17.0 for windows, yaitu dilakukan dengan menghitung korelasi 
antara skor butir instrument dengan skor total (sugiyono, 2008 :147). Suatu 
instrumen dinyatakan valid, apabila koefisien korelasi r table pada tarif signifikan 
5% atau 10%. Untuk mengetahui apakah tiap-tiap item valid atau tidak, maka 
dilakukan analisis corrected item total correlation (Duwi priyatno :168) 
Uji Validitas 
Suatu item dinyatakan mempunyai validitas tinggi, apabila mempunyai 
korelasi positif dengan kriterium (skor total) korelasinya r = 0,3, sedang korelasi 
antara butir dengan skor total kurang dari 0,3, maka butir tersebut dinyatakan 
tidak valid (sugiyono, 2008 : 152) 
 Penentuan validitas dari butir-butir pertanyaan, peneliti menggunakan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
Metode Penelitian 
1. Hipotetis 
H0 = skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor 
H1 = skor butir tidak berkorelasi dengan skor faktor 
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Jika r hitung > r tabel, maka H0 diterima (valid) 
Jika r hitung < r tabel, maka H0 ditolak (tidak valid) 
2. Menentukan besarnya nilai r tabel dengan ketentuan df = jumlah kasus (63) – 
2 = 61, dan tingkat signifikansi 5%. Tingkat signifikansi 5% sebesar 0,202 
3. Menghitung r kuisioner untuk setiap butir. Hasilnya dapat dilihat pada bagian 
output corrected item total correlation. 
4. Pengambilan keputusan : karena semua r hitung > r tabel, maka semua butir 
pertanyaan dalam kuisioner untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan 
dinyatakan valid 
 
 
 
 
Tabel 5.4 
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Data Kuisioner 
Program Pelayanan Sektor Publik 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
x.1 101.13 444.951 .866 . .984 
x.2 101.44 454.638 .785 . .985 
x.3 101.05 445.885 .855 . .984 
x.4 101.10 449.152 .813 . .985 
x.5 101.48 445.318 .855 . .984 
x.6 101.44 440.057 .874 . .984 
x.7 99.17 451.727 .709 . .985 
x.8 99.14 455.705 .712 . .985 
x.9 101.13 444.951 .866 . .984 
x.10 101.44 454.638 .785 . .985 
x.11 101.05 445.885 .855 . .984 
x.12 101.10 449.152 .813 . .985 
x.13 101.48 445.318 .855 . .984 
x.14 101.44 440.057 .874 . .984 
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x.15 99.17 451.727 .709 . .985 
x.16 99.14 455.705 .712 . .985 
y.1 99.56 452.832 .898 . .984 
y.2 99.81 438.705 .906 . .984 
y.3 99.90 440.023 .846 . .984 
y.4 99.56 461.315 .709 . .985 
y.5 99.78 455.982 .831 . .985 
y.6 99.83 460.598 .801 . .985 
y.7 99.67 456.935 .790 . .985 
y.8 99.83 449.469 .827 . .984 
y.9 99.78 456.111 .826 . .985 
y.10 99.84 439.587 .930 . .984 
y.11 99.30 448.730 .837 . .984 
y.12 99.56 452.832 .898 . .984 
y.13 99.81 438.705 .906 . .984 
y.14 99.90 440.023 .846 . .984 
y.15 99.56 461.315 .709 . .985 
y.16 99.78 455.982 .831 . .985 
y.17 99.83 460.598 .801 . .985 
Case processing summary 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 
Tabel Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.980 .983 33 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 63 96.9 
Excluded
a
 2 3.1 
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Total 65 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reabilitas (reability) adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur 
dapat mengukur dengan stabil dan konsisten, yaitu koefisien reabilitas (jogiyanto, 
2004 : 132), dalam Indriani Marsit (2010 : 64). Adapun pengujian reabilitas 
dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha. Menurut Sekaran 
(1992), dalam Achmad Redha (2008 : 34), dalam Indriani Marsit (2010 : 64). 
Koefisien cronbach alpha yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan 
(reabilitas) instrument. Selain itu, crombach alpha yang semakin mendekati 1, 
berarti semakin tinggi konsistensi internal reabilitasnya. 
Hasil uji reliabilitas dari 8 (delapan) pertanyaan dapat menghasilkan nilai 
cr nbach’s al ha (ὰ) sebesar 0,821 (tabel 5.3). Hasil ini menunjukkan bahwa 
semua butir  ertanyaan  ada cr nbach’s alpha, nilainya di atas 0,8, sehingga 
didapatkan kesimpulan, bahwa semua butir pertanyaan pada kuisioner yang 
disebarkan kepada pelanggan adalah reliable (handal). Hasil relatif tidak berbeda 
bilamana dipakai untuk mengukur kembali obyek yang sama. 
Interval kepuasan yang diperoleh dari data tersebut dapat digunakan 
untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini penulis paparkan 
dibawah ini. 
Interval = ( IKmaks – IKmin) : 5 
Ikmaks  = PP x R x Exmaks 
Ikmin  = PP x R x Exmin 
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Keterangan :  
IK maksimum  = indeks kepuasan maksimum 
IK minimum  = indeks kepuasan minimum 
PP   = banyaknya pertanyaan kuisioner 
R   = banyaknya kuisioner yang disebarkan 
Ex maksimum  = skor maksimal yang diberikan 
Ex minimum  = skor minimal yang diberikan 
Interval  = (IK max – IK min) : 5 
IK max  = PP x R x EX max 
= 33 x 63 x 5 = 10.395 
IK min  = PP  x R x Exmin 
= 33x 63 x 1 = 2.079 
Interval = (10.395 – 2.079 ) : 5 = 1663.2 
Setelah IK max, IK min dan interval diketahui, maka langkah selanjutnya 
yaitu menentukan kategori tingkat kepuasan pelanggan dari pelayanan pihak 
rumah sakit Labuang Baji Kota Makassar 
Adapun rentang tingkat kepuasan pelanggan, sebagai berikut : 
1. 2.079 – 3742.2 = dikategorikan sangat tidak puas (STP) 
2. 3742.2 – 5405.4 = dikategorikan tidak puas (TP) 
3. 5405.4 – 7068.6 = dikategorikan cukup puas (CP) 
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4. 7068.6 – 8731.8 = dikategorikan puas (P) 
5. 8731.8 – 10.395 = dikategorikan sangat puas (SP) 
Penentuan tingkat kepuasan pelanggan, yaitu memasukkan atau 
menempatkan nilai hasil kuisioner (5756), dimana nilai di atas berada pada 
tingkatan ke 3, yaitu kategori cukup puas. Dalam hal penilaian tingkat kepuasan 
bagi pelanggan akan ditentukan 5 kategori, yaitu kategori pertama ditentukan 
dari IK minimum ditambah interval dan seterusnya sampai ke tingkat kepuasan 
ke 5 yaitu kategori sangat puas. 
Oleh karena hasil pengolahan data dari 63 kuisioner yang disebarkan 
berada pada kategori cukup puas sehingga dapat dikatakan bahwa 
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Labuang Baji Kota 
Makassar kepada pelanggan berada pada tingkat kategori memuaskan. 
Penentuan nilai efektifitas sebelumnya ditentukan persentase 
pencapaian outcome yaitu dengan menggunakan rumus dibawah ini : 
              =
batas ba ah skala cuku   uas batas atas skala cuku   uas
 
 Ik maks x 100% 
                =
    .      . 
 
 10.395 x 100 % = 64.83% 
Setelah nilai persentase outcome diketahui telah dapat menentukan nilai 
efektifitas dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
Nilai efektifitas  = 
 utc me
 ut ut
 x 100 % 
= 
  .  
   
 x 100 % 
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= 64.83 % 
Nilai efektifitas diatas menunjukkan bahwa kegiatan program kesehatan 
terlaksana dengan efektif. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian 
tujuan/hasil (outcome) dari program kesehatan yang terealisasi secara umum 
telah mencapai target sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah atau 
dengan kata lain telah memuaskan publik/pelanggan secara maksimal, ini terlihat 
dari nilai efektivitas yang mencapai 64.83 %. Sedangkan nilai ekonomi dapat 
dikatakan bahwa harga atau biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan input 
program pelayanan kesehatan RSUD Labuang Baji berada pada tingkat yang 
sangat ekonomi dengan realisasi anggaran (input primer) sebesar 100% dan 
input sekunder sebesar 100%.Sedangkan Nilai Efesiensi Rp 1.135.517.185. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Setelah melihat pokok masalah yang penulis analisis dalam penelitian ini, 
melalui sebuah metode penilitan dan metode analisis yang diperkuat dengan 
sejumlah kajian teori untuk kemudian penulis kembangkan dalam bab 
pembahasan, maka dalam bab ini akan digambarkan rangkuman hasil penelitian 
yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini 
juga berisi saran-saran atau masukan, khususnya bagi Rumah Sakit Umum 
Daerah Labuang Baji, serta pihak lain yang tertarik dengan wacana dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau pengukuran kinerja keuangan 
daerah. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa 
kesimpulansebagai berikut : 
1. Secara umum, Rumah Sakit Daerah Labuang Baji belum menerapkan 
metode pengukuran kinerja yang dapat memberikan gambaran perusahaan 
secara menyeluruh karena pengukuran kinerja yang digunakan selama ini 
adalah pengukuran yang hanya menitik beratkan pada pengukuran kinerja 
keuangan. Pengukuran saat ini hanya pada besarnya jumlah pendapatan 
yang dapat diperoleh dari pelayanan jasa kesehatan baik perawatan inap 
maupun perawatan jalan. Selain itu, yang juga menjadi tolak ukur adalah 
kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan yang besar 
khususnya yang menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah 
Labuang Baji. Penggunaan value for money sebagai alat ukur kinerja yang 
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lebih komprehensif sangatlah memungkinkan diterapkan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Labuang Baji dengan mencoba menetapkan target untuk 
masing-masing komponen yang akan diukur kemudian melakukan penilaian 
apakah telah dicapai atau sudah mendekati atau tidak sama sekali. Dari 
penerapan value for money pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 
ternyata dapat memperlihatkan bahwa peningkatan pada perspektif non 
keuangan mampu mendorong peningkatan pada perspektif keuangan. 
2. Dari pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dapat 
dilihat bahwa metode value for money telah dilaksanakan dengan baik 
sehingga hasil pengukuran kinerjanya sebesar 91,99% dan diharapkan pada 
tahun mendatang dapat lebih di tingkatkan dan di pertahankan. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Labuang Baji, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis 
adalah : 
1. Rumah sakit harus tetap mempertahankan bahkan harus meningkatkan 
kinerjanya pada tahun-tahun yang akan dating agar kesejahteraan karyawan 
dan kepuasan pelanggan semakin baik pada tahun berikutnya. 
2. Rumah sakit harus dapat menekan biaya yang digunakan dalam 
menghasilkan layanan jasa, karena dengan mengefisienkan biaya tanpa 
mengurangi kualitas dari layanan jasa maka laba yang dihasilkan akan lebih 
besar. Sehingga kedepannya Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji 
dapat lebih mandiri dalam membiayai operasionalnya sehingga subsidi dari 
pemerintah dapat diminimalkan. 
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3. Rumah sakit harus tetap berusaha mempertahankan hubungan baik dengan 
pelanggan bahkan lebih meningkatkan hubungan baik tersebut. Dengan cara 
lebih memperhatikan poin-poin yang ada dalam kuesioner yang dianggap 
kurang oleh pelanggan maka diharapkan pelanggan akan lebih puas dan 
indeks kepuasan pelanggan akan meningkat. Ini tentunya akan 
meningkatkan pendapatan rumah sakit karena sumber utama pendapatan 
rumah sakit adalah dari pelanggan. 
4. Karyawan sebagai salah satu stakeholder dalam rumah sakit harus bias 
diberdayakan, ditingkatkan kemampuannya untuk kemajuan rumah sakit. 
Dalam hal ini rumah sakit harus bias melakukan improvement terhadap 
faktor-faktor yang menjadikan karyawan lebih inovatif dan kreatif untuk bias 
belajar dalam perusahaan. Ini karena karyawan merupakan modal 
perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dalam jangka panjang. 
5. Bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin meneliti mengenai value for 
money pada objek penelitian yang sama, disarankan juga untuk melihat 
beberapa tolak ukur yang belum sempat diteliti oleh penulis, diantaranya 
untuk perspektif keuangan dalam melihat kinerja keuangan diharapkan untuk 
dapat melihat segi anggaran dan realisasinya, sedangkan pada perspektif 
pelanggan yaitu Retention Customer, rata-rata kunjungan perhari. 
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DAFTAR PERTANYAAN / KUESIONER PENELITIAN KUALITAS 
PELAYANAN KESEHATAN PASIEN RAWAT INAP DI RSUD LABUANG BAJI 
Bapak / Ibu yang terhormat, 
Demi peningkatan kualitas pelayanan RSUD Labuang Baji, kami mohon 
bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi di bawah ini. Semua keterangan 
dan jawaban yang diperoleh semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian 
dan dijamin kerahasiaannya. Oleh sebab itu jawaban Bapak/Ibu/sdr berikan 
besar sekali artinya bagi kelancaran penelitian ini.Isilah pertanyaan berikut ini 
dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat 
bapak/ibu/saudara, dengan alternative jawaban yang tersedia.Atas bantuan 
Bapak/Ibu/sdr peneliti mengucapkan terimah kasih. 
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KUESIONER TENTANG KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP 
Alternatif Jawaban : 
STB  = Sangat Tidak Baik 
TB  = Tidak Baik 
KB  = Kurang Baik 
B  = Baik 
SB  = Sangat Baik 
No Pertanyaan  Jawaban 
STB TB KB B SB 
KUALITAS PELAYANAN RAWAT INAP (X) 
1 Ruang rawat inap tertata rapid an bersih      
2 Ruang rawat inap nyaman      
3 Memiliki alat-alat medis yang cukup 
lengkap 
     
4 Penampilan dokter bersih dan rapi      
5 Penampilan perawat bersih dan rapi      
6 Kursi roda/Trolli tersedia di kantor 
penerimaan untuk membawa pasien ke 
ruang rawat inap 
     
7 Tempat tidur telah disiapkan dalam 
keadaan rapi, bersih dan siap pakai 
     
8 Alat makan dan minum bersih dan baik      
9 Prosedur penerimaan pasien dilayani 
secara cepat dan tidak berbelit-belit 
     
10 Dokter dating tepat waktu      
11 Kesiapan dokter melayani pasien      
12 Dokter bertindak cepat      
13 Kesiapan perawat melayani pasien setiap 
saat 
     
14 Perawat melaporkan segala detail 
perubahan pasien kepada dokter 
sewaktu melakukan kunjungan 
     
15 Perawat selalu memberi obat pasien 
sesuai prosedur pemberian obat 
     
16 Perawat segera menghubungi dokter      
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KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP (Y) 
1 Dokter selalu menanyakan keluhan pasien      
2 Dokter memberikan kesempatan bertanya 
kepada pasien 
     
3 Dokter memberi penjelasan tentang 
penyakit 
     
4 Perawat bersikap ramah dan sopan      
5 Perawat memperhatikan kebutuhan dan 
keluhan pasien mengenai obat dan 
makanan pasien 
     
6 Perawat memperhatikan keluhan keluarga 
pasien 
     
7 Tersedia dokter spesialis      
8 Perilaku dokter menimbulkan rasa aman      
9 Perawat terdidik dan mampu melayani 
pasien 
     
10 Biaya perawatan terjangkau      
11 Menjaga kerahasiaan pasien selama 
berada dalam ruang rawat inap 
     
12 
 
Memberi jaminan akan kesembuhan 
pasien 
     
13 Dokter berusaha menenangkan rasa 
cemas pasien terhadap pemyakit yang 
diderita 
     
14 Perawat meluangkan waktu khusus untuk 
berkomunikasi dengan pasien 
     
15 Perawat selalu mengingatkan keamanan 
akan menyimpan barang berharga pasien 
dan keluarganya 
     
16 Waktu untuk berkonsultasi keluarga pasien 
terpenuhi 
     
17 Menghibur dan memberikan dorongan 
kepada pasien supaya cepat sembuh dan 
mendoakan mereka 
     
